BUPATI WAKATORI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATORI
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

KERJA SAMA PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA
PERIKANAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang : a.

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—t

BUPATI WAKATOB],

bahwa sarana dan prasarana perikanan barang
milik daerah yang tersebar di wilayah Kabupaten
Wakatobi merupakan barang milik daerah yang
memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikelola
secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah serta kemajuan pembangunan daerah dan
nasional yang berdampak pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan
sarana dan prasarana perikanan, Pemerintah
Daerah perlu melakukan langkah inovatif melalui
kerja sama pemanfaatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perikanan
Barang Milik Daerah Kabupaten Wakatobi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Hikmsetdawktb 0231054




10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
stbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA
PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

PERIKANAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
WAKATOBL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2, Pemer@ntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

4. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang
milik daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan peMerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

8. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut
Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat
yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan
sebaik-baiknya.

9. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

10. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini
nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah
pada saat tertentu.

11. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

12. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,
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penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.

13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna
Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik

daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang bersangkutan.

14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang
tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah
dengan tidak mengubah status kepemilikan.

15. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP adalah
pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan
daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

16. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau
dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh
penggantian.

17. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan
bukti kepemilikan atas barang milik daerah.

18. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data
seluruh barang milik daerah.

19. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang
milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna
Barang.

20. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data
barang milik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa
Pengguna Barang.

BAB I
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah
berasaskan:

a. demokratis;
manfaat;
transparansi,
efisiensi;
akuntabilitas;
kepastian hukum.

-0 p 0o
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Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan
Pasal 3

Pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah
berfungsi untuk memaksimalkan pemanfaatan barang milik daerah

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan kese jahteraan
masyarakat.

Pasal 4

Pemanfaatan prasarana dan sarana perikanan barang milik daerah
bertujuan:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah:;
b. untuk meningkatan pendapatan asli daerah (PAD);

¢. untuk  meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan
masyarakat.

BAB III
SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5
Sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah meliputi:

a. barang milik daerah yang fungsi utamanya untuk pelayanan yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau

b. barang milik daerah yang fungsi utamanya untuk pelayanan yang
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 6
(1) Sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S dilarang

digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau
diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan
kepada pemerintah daerah.

(2) Sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat disita sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah yang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.

(2) Sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah yang
berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
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Pasal 8

Sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah yang berasal
dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

d. barang yang diperoleh berdasa’kan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas
penyertaan modal Pemerintah Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN KSP

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 9

KSP sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah dengan
pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
dan/atau

b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 10

(1) KSP sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah
dilaksanakan terhadap:

a. sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah yang
berada pada Pengelola Barang;

b. sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah yang
sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;

c. sarana dan prasarana perikanan barang millk daerah yang
berada pada gabungan beberapa Pengguna Barang dalam satu
kawasan;

d. sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang;

e. sarana dan plrasarana perikanan barang milik daerah berupa
sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan
oleh Pengguna Barang; atau

f sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

(4)

(1)

KSP atas sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh
Pengelola Barang.

KSP atas sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.

KSP atas sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf

f dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 11

KSP atas sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah
dilaksanakan dengan alasan tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional,
pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap
barang milik daerah yang dikerjasamakan.

Mitra KSP ditetapkan melalui pemilihan atau pengumuman
terbuka, kecuali untuk sarana dan prasarana perikanan barang
milik daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan
langsung.

Sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah yang
bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2} memiliki
karakteristik:

a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus dan
menggunakan aplikasi teknologi canggih;

c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan
perjanjian hubungan bilateral antar negara;

d. barang yang spesifikasinya dapat dioperasiona_llkan secara
sederhana dan mendukung visi pembangunan perikanan; dan

e. barang lain yang ditetapkan Bupati.

Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang
bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang
menjaminkan atau menggadaikan sarana dan prasarana
perikanan barang milik daerah yang menjadi ob jek KSp.

Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau
Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra KSP
dibebankan pada APBD.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Biaya pergiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra
KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.

Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan
oleh:

a. Pengelola Barang untuk sarana dan prasarana perikanan
barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang untuk sarana dan prasarana perikanan
barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Bagian Kedua
Pihak Pelaksana KSP

Pasal 13

Pihak yang dapat melaksanakan KSP sarana dan prasarana
perikanan barang millk daerah adalah:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk sarana
dan prasarana perikanan barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang; atau

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk
barang sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah
yang berada pada Pengguna Barang.

Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.

Pihak yang dapat menjadi mitra KSP sarana dan prasarana
perikanan barang milik daerah meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Usaha Milik Desa; dan/atau

d. Swasta, kecuali perorangan.

Bagian Ketiga
Objek KSP

Pasal 14

Objek KSP sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah
meliputi barang milik daerah berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan untuk
menunjang kegiatan perikanan; dan

b. selain tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan untuk
menunjang kegiatan perikanan yang berada pada Pengelola
Barang /Pengguna Barang.

Objek KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan
untuk sebagian atau keseluruhannya.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Keempat
Hasil KSP

Pasal 15

Hasil KSP sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah

dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan fasilitas
yang diadakan oleh mitra KSP.

Sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah hasil KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain;

a. peralatan dan mesin;
b. jalan dan jaringan;
c. aset tetap lainnya; dan

d. aset lainnya.

Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian
dari pelaksanaan KSP.

I—Igsil KSp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang
milik daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai
perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 16

Hasil KSP sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah
dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas:

a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu
KSP sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah; dan

b. infrastruktur beserta fasilitasnya basil KSP sarana dan
prasarana perikanan barang milik daerah,

Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:

a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan KSP sarana dan prasarana perikanan barang
milik daerah, mitra KSP dapat melakukan perubahan dan/atau
penambahan hasil KSP.

Perubahan dan/atau penambahan basil KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum
perjanjian.
Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditujukan untuk menghitung kembali besaran pembagian
keuntungan.

Besaran pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan.
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(S)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
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Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4] ditetapkan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan; atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan,

Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah
memperoleh persetujuan Bupati.

Bagian Kelima
Jangka Waktu KSP

Pasal 18

Jangka waktu KSP sarana dan prasarana perikanan barang milik
daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya
perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari
pengelola barang,

Dalam hal KSP sarana dan prasarana perikanan barang milik
daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu
KSP paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak perjanjian KSP
ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan
cara Mengajukan permochonan persetujuan perpanjangan jangka
waktu KSP paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu
berakhir.

Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
pentyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi
peraturan dan perjanjian KSP.

Bagian Keenam
Perjanjian KSP

Pasal 20

Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP antara Bupati
atau Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan
keputusan pelaksanaan KSP oleh Bupati.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} ditandatangani
oleh mitra KSP dan:

a. Bupati, untuk sarana dan prasarana perikanan barang milik
daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk sarana dan prasarana perikanan
barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
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(3)

(4)

(5)

(6)
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Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. dasar perjanjian;

b. identitas para pihak yang terikat dalam perjan jian;
c. objek KSP;

- hasil KSP berupa barang;

. peruntukan KSP;

jangka waktu KSP;

m = 0 A

. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta
mekanisme pembayarannya;

h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
i. ketentuan mengenai berakhirnya KSP;

j. sanksl; dan

k. penyelesaian perselisihan.

Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam bentuk Akta Notaris berdasarkan pokok perjanjian yang
telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP
menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama
kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
perianjian KSP.

Bagian Ketujuh
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keufltungan

Pasal 21
Mitra KSP wajib menyetorkan:
a. kontribusl tetap; dan
b, pembagian keuntungan KSP.

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setiap tahun selama jangka waktu KSP.

Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setiap tahun selamajangka waktu KSP.

Kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
dan pembagian keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufb, merupakan penerimaan daerah.

Khusus untuk sarana dan prasarana perikanan barang milik
daerah yang sumber perolehannya baik secara keseluruhan atau
sebagiannya  diperoleh dari  hibah dari  pemerintah
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(6)

(8)

(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)
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desa/kelurahan atau dari masyarakat di desa/kelurahan
setempat, perolehan  kontribusi tetap dan persentase
keuntungannya dapat dipertimbangkan untuk dibagi secara
proporsional dengan pemerintah desa/kelurahan sebagai sumber
penerimaan desa/kelurahan setempat.

Besarap kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Dalam KSP sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah
berupa tanah dan/bangunan, sebagian kontribusi tetap dan
pembagian keuntungannya dapat berupa bangunan beserta
fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan.

Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang
berupa bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) bukan merupakan objek KSP.

Pasal 22

Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari
kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) paling banyak
10% (sepuluh persen)j dari total penerimaan kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan selama masa KSP.

Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap
dan pembagian keuntungan dari awal pehgadaannya merupakan
sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah.

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan
KSP sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah berupa
tanah dan/atau bangunan dan sebagian tanah dan/atau
bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang dibentuk
oleh Bupati, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil
penilaian.

Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan
KSP sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah berupa
selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil
perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang,
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Pasal 23
Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:
a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.

Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati dari hasil perhitungan
Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penijlaian.

Nilai wajar barang milik daerah dalam rangka KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufb berdasarkan:
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a. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang
ditetapkan oleh Bupati untuk sarana dan prasarana perikanan
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

b. hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat
melibatkan Penilai yang ditetapkan untuk sarana dan

prasarana perikanan barang milik daerah selain tabah
dan/atau bangunan.

Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan
nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah

digunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} huruf a.

Pasal 24

Besaran persentase Kkontribusi tetap pelaksanaan KSP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a
meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan kontribusi
tetap tahun pertama dengan memperhatikan tingkat inflasi.

Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan
pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP.

Pasal 25

Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan  dengan
mempertimbangkan:

a. nilai investasi Pemerintah Daerah;
b. nilai investasi mitra KSP; dan
c. risiko yang ditanggung mitra KSP.

Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana. dimaksgd
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dari hasil perhitUngan Tim
berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasi] penilaian,

Besaran nilai investasi Pemerintah Daerah sebgggimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nijai wajar
barang milik daerah yang menjadi objek KSP.

Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana |dimaksud pada
ayat (1) huruf b didasarkan pada estimasj investasi dalam
proposal KSP.

Pasal 26

Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjal kembali oleh
Bupati dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan otleh mitra
KSP lebih rendah dari estimasi investasi sebagajimana tertuang
dalam perjanjian.

Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat .(1)
didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor
independen.
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KSP atas sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah

dapat dilakukan untuk mengoperasionalkan sarana dan
prasarana barang milik daerah.

KSP operasional atas sarana dan prasarana perikanan barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan

merupakan penggunaan barang milik daerah yang
dioperasionalkan oleh pihak lain.

Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan sarana dan
prasarana perikanan barang milik daerah, bagian keuntungan
yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Bupati
berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan yang
diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.

Pasal 27

Apabila mitra KSP sarana dan prasarana perikanan barang milik
daerah untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Usaha
Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan yang disetorkan kepada Pemerintah Daerah dapat
ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari
hasil perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (5).

Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi
keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan hasil analisis
kelayakan bisnis KSP.

Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 28

Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas
Umum Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan pahng lambat 2
(dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP.

Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke
rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai
dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan
setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.

Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor.

Pasal 29

Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya
harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat
dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian
dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian
KSP.
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Pasal 30

Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal
29 disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai
penerimaan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pelaksanaan KSP Sarana dan Prasarana Perikanan Barang
Milik Daerah yang Berada pada Pengelola Barang

Pasal 31

Tahapan pelaksanaan KSP atas sarana dan prasarana perikanan
barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang meliputi:

a. inisiatif atau permohonan;
b. penelitian administrasi;

c. pembentukan Tim dan penilaian;

d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa
kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan;

e. pemilihan mitra;

f. penerbitan keputusan,

g penandatanganan perjanjian; dan

h. pelaksanaan.

Pasal 32

KSP atas sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah yang
berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan:

a. inisiatif Bupati; atau

b. permohonan dari pihak lain.

Pasal 33

(1) Inisiatif Bupati terhadap KSP atas sarana dan prasarana
perikanan barang milik daerah sebagaimana djimaksud dajam
Pasal 32 huruf a, dituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP
sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah.

(2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari rencana kebutuhan yang disampaikan oleh
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 34

(1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dajam Pasal
32 huruf b, diusulkan kepada Bupati.
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan KSp;

¢. jangka waktu KSP; dan

d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilengkapi
dengan:

a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan
KSP;

b. data pemohon KSP:
¢. proposal rencana usaha KSP; dan
d. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP.

Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf d,
antara lain:

a. rencana umum tata ruang wilayah dan penataan kota; dan
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.

Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak diberlakukan untuk KSP dalam rangka
mengoperasionalkan barang milik daerah.

Pasal 35

Pengelola Barang melakukan penhelitian administrasi atas
dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan KSP.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
b. dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan

¢. dokumen penatausahaan barang milik daerah.

Pasal 36

Apabila hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah dapat
dilakukan KSP, Bupati:

a.
b.

membentuk Tim KSP; dan

menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan
penilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna
mengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan.

Pasal 37

(1) Dalam hal sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah

dapat dilakukan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
maka Bupati membentuk Tim KSP yang melibatkan unsur terkait
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dan memiliki kompetensi dan Perangkat Daerah/Unit Kerja
teknis yang berkompeten.

Tim KSP bertugas:

a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas untuk
pemilihan mitra KSP apabila KSP berdasarkan inisiatif Bupati

dan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang milik
daerah;

b. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan
dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;

c. menyiapkan perjanjian KSP;

d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek KSP dari
Pengelola Barang kepada mitra KSP; dan

e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

Pasal 38

Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Bupati dapat
menugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk
melakukan:

a. analisis penggunaan atas sarana dan prasarana perikanan
barang milik daerah yang akan dilakukan KSP; atau

b. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b
dan laporan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati sebagai bagian dalam menentukan
pelaksanaan KSP.

Pasal 39

Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian
nilai wajar sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah,
Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan.

Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan oleh Tim KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27,

Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar
dari hasil perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), besaran Kkontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan ditetapkan dalam persetujuan KSP adalah sebesar
usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan yang diajukan oleh pihak lain.
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Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan nilai limit
terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.

Pasal 40
Bupati menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP.

Keputusan pgelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:

a. objek KSP;

b. peruntukan KSP;

¢. penerimaan daerah dari KSP;
d. identitas mitra KSP; dan

e. jangka waktu KSP,

Pasal 41

Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40, para pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) menandatangani perjanjian KSP
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung
sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.

Apabila dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak
keputusan pelaksanaan KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti
dengan penandatanganan perjanjian KSP, keputusan
pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
dinyatakan tidak berlaku.

Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran
kontribusi tetap tahun pertama.

Pasal 42

Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan
dalam perjanjian KSP.

Apabila KSP dilakukan bukan dalam rangka
mengoperasionalkan sarana dan prasarana perikanan barang
milik daerah, maka pada saat pembangunan selesai
dilaksanakan, mitra KSP wajib:

a. menyerahkan bangunan hasil KSP ‘beserta fasilitasnya yang
merupakan bagian dari kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8); dan

b. dapat langsung mengoperasionalkan hasil KSP yang dibangun
sesUai dengan perjanjian KSP.
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Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pelaksanaan KSP Sarana dan Prasaranan Perikanan
Barang Milik Daerah yang Berada pada Pengguna Barang

Pasal 43

Tahapan pelaksanaan KSP atas sarana dan prasarana perikanan
barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang meliputi:

a.

SR S N I

—ta

(3)

permohonan,

penelitian administrasi;

pembentukan tim dan penilaian;

perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan;
persetujuan;

pemilihan mitra;

penerbitan keputusan;

penandatanganan perjanjian; dan

pelaksanaan.

Pasal 44

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a

diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan
dari Pengelola Barang.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. latar belakang permohonan;

b. rencana peruntukan KSP;

c. jangka waktu KSP; dan

d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan:

a. data calon mitra KSP;

b. proposal rencana usaha KSP;

c. data barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan
d. surat pernyataan dari Pengguna Barang.

Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d menegaskan bahwa:

a. barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak
sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah; dan

b. pelaksanaan KSP barang milik daerah tidak akan mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
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Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP
melalui  mekanisme penunjukan langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), maka pengajuan permohonan
dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai data calon mitra KSP.

Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
meliputi:

a. nama;
b. alamat;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. bentuk kelemba_gaan, Jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin
Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra
KSP yang berbentuk badan hukum/badan usaha.

Pasal 45

Persetujuan atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (1) diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan
laporan panitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan
mempertimbangkan hasil penilaian.

Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP
tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna
Barang disertai dengan alasan.

Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat
persetujuan.

Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat:

a. objek KSP;
b. peruntukan KSP;

c. nilai barang millk daerah yang menjadi objek KSP sebagai
besaran nilai investas! pemerintah;

d. minimal kontribusi tetap; dan
e. jangka waktu KSP.

Berdasarkan surat persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat {4), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan KSP.

Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) menandatangani perjanjian KSP
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung
sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.

Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak
berlaku apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kalender sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan
penandatanganan surat perjanjian KSP.
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(8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(1)

(6) dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran
kontribusi tetap tahun pertama.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pemilihan dan Penunjukan Langsung Mitra KSP pada
Pengelola Barang/Pengguna Barang

Pasal 46
Pemilihan mitra KSP didasarkan pada prinsip:
a. dilaksanakan secara terbuka;
b. paling kurang diikuti oleh 2 (dua} peserta;
¢. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
d

. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas,
handal dan kompeten;

e. tertib administrasi; dan
f. tertib pelaporan.

Pelaksana pemilihan mitra KSP pada Pengelola Barang terdiri
atas:

a. Pengelola Barang; dan
b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang,

Pelaksana pemilihan mitra KSP pada Pengguna Barang terdiri
atas:

a. Pengguna Barang; dan

b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang.

Pasal 47
Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas:
a ketua;
b. sekretaris; dan
C. anggota.

Keanggotan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5
(lima) orang yang terdiri atas:

a. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan
unsur dari Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten
untuk pemanfaatan KSP sarana dan prasarana perikanan
barang milik daerah pada Pengelola Barang atau sarana dan
prasarana barang milik daerah pada beberapa Pengguna
Barang; dan

b. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan
unsur dari Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten
untuk pemanfaatan KSP sarana dan prasarana perikanan
barang milik daerah pada Pengguna Barang
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(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai
oleh:

a. unsur dari Pengelola Barang untuk pemilihan mitra
Pemanfaatan KSP sarana dan prasarana perikanan barang
milik daerah pada Pengelola Barang atau sarana dan prasarana
barang milik daerah pada beberapa Pengguna Barang;

b. unsur dari Pengguna Barang untuk pemilihan mitra
Pemanfaatan KSP sarana dan prasarana perikanan barang
milik daerah pada Pengguna Barang.

(4) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dilarang ditunjuk dalam
keanggotaan panitia pemilihan.

Pasal 48
Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai panitia pemilihan:
a memiliki integritas, pengetahuan yang memadai di bidang teknis

dan pengelolaan barang milik daerah serta mampu mengambil
keputusan dan bertindak tegas;

b. berstatus sebagai pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan
golongan paling rendah II/b atau yang setara;
c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan

d. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam
melaksanakan tugas/pekerjaannya.

Pasal 49
(1) Tugas dan wewenang panitia pemilihan meliputi:

a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan
menyampaikannya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang
untuk mendapatkan penetapan;

b. menetapkan dokumen pemilihan;

0

mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra;

d. melakukan penelitian kualifikasi dan melakukan evaluasi
terhadap penawaran yang masuk;

e. melakukan negosiasi terhadap mitra yang memiliki penawaran
terbaik;

f mengusulkan calon mitra yang memenuhj syarat kepada
Pengelola Barang/Pengguna Barang;

g. menyimpan dokumen asli pemilihan;

h. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan
hasil pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang
dan

i. mengusulkan perubahan  spesifikasi teknis  dan/atau
perubahan materi perjanjian kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang, dalam hal diperlukan.

(2) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan
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setelah mendapat persetujuan Bupati untuk sarana dan
prasarana perikanan barang milik daerah yang usulan
pemanfaatannya atas persetujuan Bupati.

Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang untuk sarana
dan prasarana perikanan barang milik daerah yang usulan
pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 50
Calon mitra Pemanfaatan KSP wajib memenuhi syarat:
a. Persayaratan administrasi sekurang-kurangnya:
1. berbentuk badan hukum;
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP};
3. membuat surat Pakta Integritas;
4

menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen
pendukungnya;dan

5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
1. cakap menurut hukum;

2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan
barang/jasa pemerintah;

3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan
manajerial; dan

4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan
fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kemitraan
KSP.

Pasal 51

Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya gntuk
persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibjayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi,
yang meliputi:

a. honorarium panitia pemilihan mitra;
b. biaya pengumuman,
c. biaya penggandaan dokumen; dan

d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pemilihan mitra KSP.

Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Pemilihan mitra KSP diumumkan secara terbuka sekurang-
kurangnya melalui website Pemerintah Daerah.
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Pasal53
Tahapan pemilihan mitra KSP terdiri atas:
pengumuman;
pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
pemasukan dokumen penawaran;
pembukaan dokumen penawaran;
penelitian kualifikasi dan evaluasi penawaran;

negosiasi teknis pelaksanaan pemanfaatan dan konsep materi
perjanjian; dan

o a0 TP

g pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna
Barang.

Pasal 54

(1) Dalam hal setelah diumumkan pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52, peserta calon mitra yang mendaftar hanya terdiri

atas 1 (satu) peserta, maka panitia pemilihan segera melakukan
pengumuman ulang,

(2) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya terdiri atas 1 (satu) peserta yang
mendaftar, maka panitia pemilihan melakukan penunjukan
langsung dengan terlebih dahulu dilakukan negosiasi terhadap
teknis pelaksanaan dan konsep materi perjanjian,

Pasal 35
(1) Pengusulan hasil pemilihan mitra KSP disampaikan secara
tertulis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara hasil

pemilihan,
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) melampirkan
dokumen pemilihan.
Pasal 56

Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang hasil
pemilihan sebagai mitra KSP berdasarkan usulan panitia pemilihan
dengan keputusan.

Pasal 57

Tahapan penunjukan langsung atas sarana dan prasarana perikanan
barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), terdiri atas:

a. pehyampaian permohonan dan pehawaran,
b. penilaian kelayakan penawaran;
€. nNegosiasi; dan

d. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna
Barang.
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Bagian Keduabelas
Berakhirnya KSP

Pasal 58

KSP sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah
berakhir dalam hal:

a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam
perjan jian,

b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau
Pengelola Barang;

c. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:

a. tidak membayar kontribusli tetap sesuai dengan perjan jian KSP;

b. tidak membayar pembagian keuntungan sesuai perjanjian KSP;
atau

c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian
KSP.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilakukan
oleh:

a. Bupati, untuk sarana dan prasarana perikanan barang milik
daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau

b. Pengelola Barang, untuk sarana dan prasarana perikanan
barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
secara tertulis.

Pasal 59

Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu KSP sarana
dan prasarana perikanan barang milik daerah berakhir, mitra
harus melaporkan akan mengakhiri KSP.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati atau Pengelola Barang meminta auditor
independen/aparat pengawasan iltern pemerintah untuk
melakukan audit atas pelaksanaan KSP.

Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit
kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.

Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang

menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada mitra KSP.

Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan melaporkannya kepada Bupati, Pengelola
Barang, dan/atau Pengguna Barang.
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Pasal 60

Serah terima objek KSP sarana dan prasarana perikanan barang

milik daerah dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya
jangka waktu KSP.

Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Berita Acara Serah Telima (BAST).

Dalam hal mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit
setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada

ayit (1), mitra KSP tetap berkewajiban menindaklan juti hasil
audit.

Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP
dan penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati/paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

Pasal 61

Pengakhiran perjanjian KSP sarana dan prasarana perikanan
barang milik daerah secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b,
dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama
kepada mitra KSP.

Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, Bupati atau
Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis kedua.

Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua,
Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan teguran tertulis ketiga
yang merupakan teguran terakhir.

Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran Ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga,
Bupati atau Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran
KSP.

Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Bupati atau
Pengelola Barang dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kalender setelah menerima surat pengakhiran KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga belas
Perpanjangan Jangka Waktu KSP yang Berada
pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang

Pasal 62

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas sarana dan
prasarana perikanan barang milik daerah yang berada pada
Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Bupati paling
lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnyajangka waktu KSP.

Hkmsetdawkth 0231054




(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:

(3)

(4)

a. proposal perpanjangan KSP;

b. data dan kondisi objek KSP; dan

¢. bukti penyetoran kontribusi dan pembagian keuntungan dalam
2 (dua) tahun terakhir.

Bupati meneljti permohOnan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), serta mengevaluasi kelayakan perpan jangan pelaksanaan KSP

yang telah berlangsung.

Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Bupati menyetujui usulan perpan jangan jangka waktu

KSP, maka Bupati:

a. membentuk Tim KSP; dan

b. ménugaskan penjlai untuk melakukan penghitungan nilai
sarana dan prasarana perikanan barang milik daerah yang
akan dijadikan objek KSP beserta besaran kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan KSP.

(5) Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

(2)

(3)

(4)

(5)

antara lain:
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;
b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase

pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan
mempertimbangkan hasil Penilaian; dan

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.

Pasal 63

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka
waktu pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang dapat menugaskan
penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis
kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP.

Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyampaikan laporan analisis kelayakan
perpanjangan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada
Bupati melalui Pengelola Barang,

Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5)
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Pengelola Barang.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan
perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Bupati
menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP
yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan.

Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa permohonan
perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Bupati
menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
yang ditujukan kepada mitra KSP.
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Berdasarkan surat persetijuan perpanjangan jangka waktu KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim KSP menyusun
perjan Jian perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan
hal teknis yang diperlukan.

Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) berlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP
antara Bupati dengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 64

Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas sarana dan
prasarana perikanan barang milik daerah yang berada pada

Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP kepada Pengguna
Barang.

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampirkan:
a. proposal perpanjangan KSP;
b. data dan kondisi objek KSP; dan

C. bukti penyetolan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 65

Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi atas

permohonan perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan

oleh mitra KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan

persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola

Barang.

Permohoflan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilampirkan:

a. proposal perpanjangan KSP;

b. data dan kondisi objek KSP; dan

c. bukti penyetoran konNtribusi tetap dan pembagian keuntungan
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pengelola Barang menyetujul usulan perpanjangan

jangka waktu KSP, maka Pengelola Barang:

a. membentuk Tim KSP; dan

b. menugaskan Penilai.

Pasal 66

Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf a
bertugas antara lain:
a. menylapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan
mempertimbangkan hasil penilaian;
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c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola
Barang.

Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan
jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Pengelola Barang
menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP
yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan.

Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan
Jangka waktu KSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan

surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang
ditujukan kepada mitra KSP.

Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun
perjanjian perpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan
hal-hal teknis yang diperlukan.

Pasal 67

Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf b
bertugas melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang
akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap dan
persentase pembagian keuntungan KSP.

Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
laporan penilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas
kepada Pengelola Barang.

Pasal 68

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka
waktu pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pengelola Barang dapat
menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk
melakukan analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP.

Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat
penandatanganan perjanjian KSP antara Pengelola Barang
dengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 69

Dalam hal Bupati atau Pengelola Barang tidak menyetujui
permohonan perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta
sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada Bupati atau
Pengelola Barang pada saat berakhirnya jangka waktu KSP
sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP.

Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita
Acara Serah Terima (BAST) antara mitra KSP dengan:

a. Bupati, untuk sarana dan prasarana perikanan barang milik
daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
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b. Pengelola Barang, untuk sarana dan prasarana perikanan
barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

BABV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 70

Penyelesaian sengketa atas KSP sarana dan prasarana perikanan barang
milik daerah diselesaikan melalui:

a. penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan musyawarah;

b. penyelesaian sengketa di pengadilan sesuai ketentuan hukum
yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi.
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